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Target Transformasi Digital sesuai Perpres 82/2023

“Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai A R AHA N PR E SIDEN

momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi,
karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital UNTUK

pemerintah harus benar-benar kita lakukan,” TR A NSF ORM A s ’ D' G’ TA L

Penyederhanaan Aplikasi/Platform untuk lebih berdampak

‘Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus
disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang
dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita
untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan
digital pemerintah,”

Percepatan SPBE dan Integrasi pada Portal Nasional

“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE,
sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu
portal nasional, dan di saat yang sama juga sekali lagi, perkuat keamanan digital
kita”

Transformasi BUMN Peruri

“Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat
Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita”

Arahan terkait Digital ID & Government Cloud

= ; . . P Sumber:

Mendggn, Menkominfo juga mempercepat pepgempangan dan penerapan digital s T T—

ID paling lambat bulan 6 harus sudah selesai; dan juga Menkominfo untuk segera m,pg,mvkompa,‘Wa/po,humowwogﬁmd@mmm‘ tuk-lebih-27000-
transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan oplikasi-dihopus

pelayanan digital kita; dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menko Marinves”
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MEMBANGUN KETERPADUAN 4§ panrb
TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH

Agenda: Apresiasi Implementasi SPBE, Komitmen
Komitmen Bersama Transformasi Digital Keterpaduan, dan Peluncuran “GovTech” Indonesia
SPBE Summit 2024
dan Peluncuran

Govtech Indonesia

Forum kolaborasi lintas instansi pemerintah
dan apresiasi kepada penerapan SPBE terbaik

Peresmian dan Peluncuran “ GovTech” Indonesia
oleh Presiden Rl disertai penandatanganan
komitmen keterpaduan digital K/L Prioritas

n Istana Negara Republik Indonesia

Dihadiri + 300 undangan & disiarkan secara live
D Disiarkan langsung melalui Youtube
o - o
Senin, 27 Mei 2024 m ﬁ @ ol &

Pimpinan Kepala Rektor Perwakilan Pimpinan Tamu
Instansi Pusat Daerah  Universitas Negara Sahabat BUMN Lainnya




KATEGORI APRESIASI SPBE & W panrb
KOMITMEN K/L SPBE PRIORITAS

E
@® Kategori Digital Government Award E Komitmen K/L SPBE Prioritas

Digital Government Awards (DGA) diberikan
kepada 65 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
(IPPD) dalam 6 (enam) kategori sebagai apresiasi
atas capaian penerapan SPBE:

10 besar tertinggi kategori Kementerian

15 besar tertinggi kategori LPNK, LNS, & Instansi
Pemerintahan lainnya

10 besar tertinggi kategori Pemerintah Provinsi
10 besar tertinggi kategori Pemerintah Kabupaten
10 besar tertinggi kategori Pemerintah Kota

10 besar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan Peningkatan Indeks SPBE Signifikan

Penandatanganan Komitmen 15 Instansi untuk
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan
Layanan Digital Nasional

1. Kemendikbudristek 9. KemenKUMHAM

2. Kemenkes 10.Kemen ATR/BPN

3. Kemensos 11.Kepolisian RI

4. Kemendagri 12.BSSN

5. Kemenkeu 13.BPJS Kesehatan

6. KemenPANRB 14.BPJS Ketenagakerjaan

7. Kemkominfo 15.Manajemen Pelaksana
8. Kementerian PPN/ Program Kartu Prakerja

Bappenas




PENINGKATAN KEMATANGAN SPBE BERKORELASI 4§ panrb
POSITIF MENINGKATKAN CAPAIAN GLOBAL
TRANSFORMASI PEMERINTAH DIGITAL INDONESIA

Predikat

- Target

206 RPJMN PRESTASI GLOBAL
2024 " TRANSFORMASI PEMERINTAH
DIGITAL INDONESIA

~ Kenaikan 11 peringkat UN EGDI,
/) | peringkat 88 (2020) menjadi
" peringkat 77 (2022)

| Kenaikan nilai GovTech Maturity
- . - . Index, dari nilai “B” (2020) menjadi
Kematangan penerapan pemerintahan digital meningkat dari nilai “A” (2022)
tahun ke tahun, mendukung berbagai inisiatif transformasi

digital masa depan ;




TITIK PERSIMPANGAN DAN PERIODE KRUSIAL % panrb
TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH UNTUK
KEHIDUPAN DIGITAL BANGSA KE DEPAN
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(2024-2034)

Momentum yang sekarang terjadi akan sulit terulang kembali (sedang dikembangkan: digital id, dato exchange platform, & digital payment,
seluruh K/L & Govtech bergerak). Di sisi lain tidak memulai sesegera mungkin akan semakin memperjauh ketertinggalan bangsa & mempersulit
masyarakat untuk berkembang di era digital




HAMPIR SEMUA NEGARA TOP 20 UN EGDI % panrb
MEMILIKI “GOVTECH"” NASIONAL

*UN EGDI: e-Government Development Index (Pengukuran capaian pemerintah digital dunia dari PBB)

UNEGDI Lembaga Implementasi [ Logo Beberapa

Agency for g
1 Denmark == Digital Government D agency for Digital D s ane
—— National Information Govemment T
3 Korea Selatan ).' 4 Society Agency (NIA) Denmark (#1) Finlandia (#2) Korea Selatan (#3)
5 Swedia = — Agency for Digital Government 166 = o fRHt Ausiraon Governmest
7 Australia ﬂ Digital Transformation Agency P e
2 Estonian Information i
8 Estonia e System Authority (RIA) - | [ —— W Govemment
. Gy | "onwaron SYETEM AuTORTY e e Digital Service
11 Inggris Government Digital Service (GDS) Estonia (#8) S Inggris (#11)
: Government Technology
12 Singapura i
gap Agency (GovTech) _ TDRA FOELF
S & S = Cni iR pulili Al Digital Agency
14 Jepang D Digital Agency Singapura (#12) o
UAE (#13) o
: Austrian Federal Computing
= Austria = Center Lainnya di UN EGDI Top 20 (juga memiliki “Govtech”):

Finlandia, UAE, Amerika Serikat, Islandia, Prancis




PERPRES 82/2023 MEMPERKUAT TATA KELOLA TRANSFORMASI DIGITAL
' g PEMERINTAHAN, MEMFASILITASI FOKUS PADA SISTEM PRIORITAS &
panrb  PEMBENTUKAN “GOVTECH” SEBAGAI KUNCI PERCEPATAN & KEBERLANJUTAN

Layanan Publik Terintegrasi Infrastruktur Publik Digital (DP1)

Pendidikan @uenu tas digital dasar
¥ J | h ”
. Sotu Deta GovTec

Kesehatan
| '___.-“
Bantuan ¥ .
Sosial

) Penyelenggara Keterpaduan

Ekosistem Layanan Digital

Indonesia Pemerintah
@ ;p;zgaycmn

@; Mendukung K/L penanggung jawab layanan,

tidak mengambil alih
XS Portal Layanan Publik,

Kepolisian (SM Onling 1o

== ~SPLP, SO, Pusatl Data %
& in Keramaian) %% S . Rekrutmen Talenta Digital Terbaik
Portal Nasional e
s (Portat tayanan Pubtk &
Layanan Aparaltur Portal Administras!
Negara Pemerintahan)

Fokus sistem/aplikasi digital prioritas
FOKUS SISTEM PRIORITAS
Dikembangkan & diselenggarakan secara terpadu

K/L/D lain yang telah memiliki layanan
terkonsolidasi, bersifat user centric, dan telah siap,
dapat segera mengintegrasikan sistem layanannya
ke dalam Portal Nasional, seperti layanan imigrasi,

pertanahan, ketenagakerjaan, BPJS, dll.

i
7

@ Jaminan keberlanjutan digitalisasi pemerintah

(") Penguatan kapabilitas keamanan siber &
4" pelindungan data pribadi




KEMENTERIAN

¥ panrb
TANTANGAN:

KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL YANG EFEKTIF

g_ﬂﬂ KONDISI SEHARUSNYA

KONDISI SAAT INI

1 Portal untuk berbagai layanan, dengan akses

Masyarakat harus mengakses berbagai aplikasi
single-sign on (SS0O)

yang rumit & terduplikasi

Proses yang simpel, cepat, mudah, &

Proses layanan yang masih kompleks, panjang &
transparan

tidak transparan

Tidak perlu fotocopy KTP. Akses dengan
identitas digital untuk keamanan data

pribadi

Kebutuhan “fetocopy KTP” untuk mengakses
layanan

Pengisian data yang berulang kali untuk
mengakses layanan

Satu kali isi data untuk berbagai layanan

1



isi iqi vé4 panrb
Visi Layanan Dlgltdl INISIASI AWAL WP .
Indonesiq DESAIN PORTAL

NASIONAL INDONESIA

PRAKTIK BAIK
INTERNASIONAL: ESTONIA

Menu langsung cara mendapatkan layanan pekerjaan, kesehatan,
kependudukan, bansos, kesehatan, persalinan, dan lainnya.
(layanan bukan lagi government centric, melainkan citizen centric)

NEGARA HADIR
KAPAN PUN,
DI MANA PUN.

m————— — o CEPAT
- MUDAH
MURAH

Transformasi masif

layanan negara
dengan teknologi.



Berbasis Citizen Centric

. * - .

mengakomodasi perjalanan hidup

manusia (moments of life)

dari lahir sampai tutup usia Ibu Hamil
Anak-anak

Gizi -
Persalinan -
Sekolah

Identitas g
Kependudukan § <

Digital (IKD) Data

Exchange
=) | (Sistemn
Py Penghubung
) = e L B Layanan

5 ol : . Pemerintah)
Single
Sign On

berbasis data
kependudukan

Tata Kelola
Data

dalam
kerangka
Satu Data
Indonesia

Keamanan
siber & sandi
data

Lansia

Layanan Terpadu dalam Satu Portal

Inisiasi Awal Layanan Terpadu

pada Portal Nasional

u Administrasi Kependudukan

@

'u'
## Antrean RS, Registrasi Dokter

Remaja .; (STR), Sertifikat Vaksin & Imunisasi
SIM - Perguruan

Tinggi

Program Indonesia Pintar &
Kartu Indonesia Pintar Kuliah

poat Izin Penyelenggaraan Event (Izin
g ' Keramaian), SIM Online, SKCK

3

Cek Bantuan Sosial

Dewasa
Pekerjaan - Tempat
Tingga! - Imigrasi -

Pernikahan -

Perceraian

Layanan Aparatur Negara

Info Penerima Bantuan /
Pembayaran Digital PNBP

Layanan lainnya yang sudah siap:
Keimigrasian, BPJS, Pertanahan,
Ketenagakerjaan, dll.



¢ Pantb ) ANGKAH STRATEGIS KE DEPAN

Pembelajaran
Saat Ini

Langkah Strategis & Quick Wins

Kapabilitas pengembangan
digital pemerintah yang masih

kurang optimal, merata, &

bergantung penyedia

Pengembangan layanan
digital & kebijakan yang
masih berorientasi sektoral

@ Penguatan Govtech Nasional yang Berkelanjutan

Transformasi struktur, rekrutmen talenta digital berkelas
dunia, inovasi cara kerja, & penguatan permodalan

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan untuk
Memperkuat Koordinasi Transformasi Digital
Penguatan Tim Koordinasi SPBE Nasional (TKSN) &
pembentukan Project Management Office

(PSN Digital) untuk Perencanaan & Fasilitasi
Terpadu Inisiatif Transformasi Digital Prioritas
Fasilitasi kemudahan administrasi, konsolidasi

pendanaan, pengendalian pelaksanaan, & pemantauan
dampak

Tata kelola pendanaan
= maupun kepatuhan yang
kurang memfasilitasi

dinamisnya pengembangan
layanan digital

@ Pembentukan Proyek Strategis Nasional Digital

4+
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